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Analisa

Anglo-Saxon

Aspiratif

Atribut

GLOSARIUM

Suatu usaha dalam mengamati secara detail pada

suatu hal atau benda dengan cara menguraikan
komponen-komponen pembentuknya atau menyusun
komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.
Negara-negara maritim kepulauan yang terletak di
Eropa. Sebutan ini dapat disederhanakan, Anglo-
Saxon merupakan negara-negara Yyang termasuk
Britania Raya dan negara-negara lainnya di Kepulau-
an Britania.

Sikap di mana seseorang memberikan masukan atau
petuah yang bermanfaat dan membuat pendengarnya
merasa mendapatkan sesuatu atau bisa disebut men-
dapat “ilham”.

Spesifikasi yang mendefinisikan properti suatu objek,
elemen, atau file. Ini juga dapat merujuk atau menetap
kan nilai spesifik untuk contoh yang diberikan

tersebut.
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Bantaran

Bevoegdheidsnorm

Birokrat

Burgerlijk Wetboek

Civil law

Common law

Alur tanah pada kanan dan Kiri sungai (antara sungai
dan tanggul).
Norma kewenangan.
Anggota dari suatu birokrasi yang menjalan tugas-
tugas administrasi dari sebuah organisasi yang sering
kali merupakan cerminan atas kebijakan organisasi-
nya dalam bentuk ukuran besar maupun kecil, tetapi
biasanya istilah ini mengacu pada seseorang yang ber-
ada di dalam sebuah lembaga pemerintah.
Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber

pada Hukum Napoleon berdasarkan Staatsblaad No-

mor 23 Tahun 1847.

Sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi
dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifika-
si, dan tidak dibuat oleh hakim.

Hukum yang dibangun oleh para juri melalui putusan-
putusan pengadilan dan tribunal yang serupa, sebagai

kebalikan dari hukum statuta yang diterima melalui
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Culpa levis

Culpa lata

De facto

De jure

Domeinverklaring

Due process of law

proses legislasi atau peraturan yang dikeluarkan oleh
lembaga eksekutif.
Kealpaan ringan.

Kealpaan berat.

Dalam bahasa Latin adalah ungkapan yang berarti
“pada kenyataannya” atau “pada praktiknya”. Dalam
hukum dan pemerintahan, istilah ini mengacu praktik
yang sudah terjadi, meski hal tersebut tidak diakui
secara resmi di mata hukum.

Ungkapan yang berarti “berdasarkan hukum”.
Pernyataan yang menegaskan bahwa semua tanah
yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa
tanah itu miliknya, maka tanah itu adalah milik
(eigendom) negara.

Proses hukum yang semestinya atau proses hukum
yang adil adalah persyaratan hukum yang menyatakan
bahwa negara harus menghormati seluruh hak hukum
yang dimiliki seseorang. Proses hukum yang semesti-
nya menyeimbangkan hukum yang berlaku di suatu

wilayah dan melindungi seseorang darinya.
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Ensiklopedia

Epistemologis

Equal protection

Equilibrium

Fairness

Karya referensi atau ringkasan yang menyediakan
rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan
atau dari bidang tertentu. Ensiklopedia terbagi dalam
artikel atau entri yang sering disusun menurut alfabet
dan terkadang oleh kategori tematik.
Teori pengetahuan, yaitu membahas tentang bagai-
mana cara mendapatkan pengetahuan dari objek yang
ingin dipikirkan.

Klausul perlindungan sama adalah klausa dari teks
Amandemen Keempat Belas terhadap Konstitusi
Amerika Serikat. Klausul tersebut mulai berlaku pada
tahun 1868, menyatakan “Negara manapun...tidak
akan menyangkal kepada siapapun di dalam yuris-
diksinya perlindungan yang sama atas hukum?”.

Harga keseimbangan atau harga ekuilibrium atau

harga bebas adalah harga yang terbentuk pada titik

pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran.

Semacam kesetaraan atau perlakuan yang adil di

dalam memenuhi hak dan kewajibannya terhadap
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Falsafah

Fathu Makkah

Filosofis

stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar
yang dimiliki oleh orang atau masyarakat; pandangan
hidup.

Pembebasan merupakan peristiwa yang terjadi pada
tahun 630 tepatnya pada tanggal 10 Ramadan 8 H, di
mana Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan ber-
gerak dari Madinah menuju Mekkah, dan kemudian
menguasai Mekkah secara keseluruhan tanpa per-
tumpahan darah sedikitpun, sekaligus menghancurkan
berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar
Ka’bah.

Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan
bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan
pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang
meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa
Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pem-
bukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo

nesia Tahun 1945.
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Good governance

Government

Gross national products

Groundnorm

Tata laksana pemerintahan yang baik adalah seperang
kat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik
swasta maupun negeri untuk menentukan keputusan.
Pemerintah adalah sekelompok orang yang mengatur
sebuah komunitas atau unit. Mereka menetapkan dan
mengelola kebijakan publik dan kekuasaan eksekultif,
politik dan berdaulat melalui bea cukai, lembaga, dan
hukum dalam negara.

Produk nasional bruto adalah nilai pasar semua
produk dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun
dengan tenaga kerja dan properti yang disediakan oleh
warga negara.

Norma dasar adalah sebuah konsep dalam Teori
Hukum Murni yang diciptakan oleh Hans Kelsen,
seorang ahli hukum dan filsuf hukum. Kelsen meng-
gunakan istilah ini untuk menunjukkan norma dasar,
perintah, atau aturan yang membentuk dasar dari

sebuah sistem hukum.
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Hak

Hukum

HO

Hoemraden kennis

Ideologi

Inbreng

Segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap
orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.
Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap
mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau peme-
rintah.

Surat lIzin Gangguan dan biasa juga disebut HO
adalah surat keterangan yang menyatakan tidak ada-
nya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang
dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat.
Surat keterangan, yang dikeluarkan oleh Dewan
Heemraden, jika akan ada peralihan hak, sebagai

syarat pendaftaran oleh Baljuw dan Scheepen.

Sekumpulan peraturan baik berupa ide maupun
gagasan dan kepercayaan yang digunakan untuk
mengatur kehidupan di bidang tertentu. Bersifat meng
ikat dan tersistematis.

Pemasukan adalah perhitungan kembali apa yang
telah diterima oleh ahli waris dalam bentuk hibah,

khususnya bagi ahliwaris dalam garis lurus.
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Intuisi

Instansi

Jahiliyah

Jawabir

Justice

Konstruktivisme

Istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa
melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Seperti-
nya pemahaman itu tiba-tiba saja datangnya dari
dunia lain dan di luar kesadaran;

Badan pemerintah umum (seperti jawatan, kantor).

Konsep dalam agama Islam yang menunjukkan masa
di mana penduduk Makkah berada dalam ketidak-
tahuan. Akar istilah jahiliyyah adalah bentuk kata
kerja pertama pada kata jahala, yang memiliki arti
menjadi bodoh, bodoh, bersikap dengan bodoh atau
tidak peduli.

Hukum syariah Islam ketika diterapkan kepada orang-
orang yang melakukan tindakan kriminal, dan ketika
kepada mereka diberlakukan hukum syariah, maka
dosa mereka di dunia telah terhapus.

Kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai se-

suatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Suatu upaya membangun tata susunan hidup yang ber

budaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan

berfikir (filosofi) pembelajaran konstektual, yaitu
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Konvensional

Korporasi

KUHPerdata

Legal culture

bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit
demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks
yang terbatas dan tidak secara tiba-tiba.

Berdasarkan konvensi (kesepakatan) umum (seperti
adat, kebiasaan, kelaziman).

Badan hukum yang keberadaan dan kewenangannya
untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan
hukum diakui oleh hukum perdata.

Suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah
Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan
warga negara bukan asli, yaitu dari Eropa, Tionghoa,
dan timur asing. Namun, berdasarkan kepada Pasal 2
Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, se-
luruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia
Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia (asas

konkordasi).

komponen yang berkaitan dengan nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang
merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang baik
sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk

sehingga harus dihindari
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Legal substance

Legal structure

Legislasi

Maslahat

Masyarakat

komponen yang berkaitan dengan isi norma-norma
hukum beserta perumusannya maupun hukum acara
untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana
hukum maupun pencari keadilan

komponen yang mencakup wadah ataupun bentuk
dari sistem hukum yang berupa lembaga-lembaga
formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut,
hak-hak dan kewajibannya serta sumber daya manusia
yang terlibat di dalamnya

Dalam arti sempit merupakan proses dan produk pem-
buatan undang-undang (the creation of general legal
norm by special organ), dan regulasi (regulations or
ordinances). Legislasi dalam arti luas termasuk pula
pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan-
peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan
dari undang-undang (delegation of rule making

power by the laws).

Memelihara tujuan syara’ dan meraih manfaat/meng-
hindarkan kemudharatan.
Sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup

atau semi terbuka yang sebagian besar interaksinya
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Metode

Musyawarah

Nemo Plus Juris

Norma

adalah antara individu-individu yang berada dalam
kelompok tersebut.

Prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai
tujuan tertentu.

Berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari Bahasa
Arab yang berarti berunding, urun rembuk atau
mengatakan dan mengajukan sesuatu. Istilah-istilah
lain dalam tata negara Indonesia dan kehidupan
modern tentang musyawarah dikenal dengan sebutan

“syuro”, “rembug desa”, “kerapatan nagari” bahkan

“demokrasi”.

Asas di mana seseorang tidak dapat mengalihkan hak
atas tanah melampaui hak yang melekat pada dirinya,
dan asas itikad baik adalah asas di mana seseorang
beritikad baik mendaftarkan hak atas tanahnya men-
jadi haknya secara yuridis dan di lindungi oleh
hukum.

Aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat.
Baik bagi individu atau pun kelompok yang me-
langgar norma-norma yang berlaku di masyarakat

tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai peratur-
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Normatif

Obligation

Observasi

Ontologi

an. Oleh karena itu, norma memiliki kekuatan dan
sifatnya memaksa.
Berpegang teguh pada norma; menurut norma atau

kaidah yang berlaku.

Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil se-
seorang, baik secara hukum atau moral. Kewajiban
adalah kendala; mereka membatasi kebebasan. Orang
yang berada di bawah kewajiban dapat memilih untuk
bertindak bebas di bawah kewajiban.

Aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan
maksud merasakan dan kemudian memahami penge-
tahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahu-
an dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya,
untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuh
kan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup
wujud yang menjadi objek penelaahan (objek onto-
logis atau objek formal dari pengetahuan) serta
penafsiran tentang hakikat realita (metafisika) dari
objek ontologi atau objek formal tersebut dan dapat

merupakan landasan ilmu yang menanyakan apa yang
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Otoriter

Paradigma

Perjanjian

Petrifikasi

Purposive sampling

dikaji oleh pengetahuan dan biasanya berkaitan
dengan alam kenyataan dan keberadaan.

Berkuasa sendiri; sewenang-wenang.

Cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya
yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, ber-
sikap, dan bertingkah laku.

Kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal
tertentu yang disetujui oleh mereka. Ketentuan umum
mengenai kontrak diatur dalam KUHPerdata Indo-
nesia.

Proses perubahan bahan organik menjadi batu atau zat
lain yang serupa. Proses ini kurang lebih mirip dengan
fosilisasi. Fosil kayu adalah contoh terkenal dari pro-
ses ini.

Salah satu teknik sampling non-random sampling di
mana peneliti menentukan pengambilan sampel
dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai
dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat

menjawab permasalahan penelitian.
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Qualified

Rechtsvaardigheid

Rekonstruksi

Res republica

Retribusi

Social engineering

Sosiologis

Memenuhi syarat.

Keadilan merupakan adanya suatu situasi sebenarnya
tentang moralitas, apapun produk atau orangnya.
Menurut sebagian teori, keadilan dianggap sangat
penting.

Sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang
untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya
tidak benar menjadi benar.

Urusan publik/urusan.

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/
atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk ke-

pentingan pribadi atau badan.

Rekayasa sosial adalah manipulasi psikologis dari
seseorang dalam melakukan aksi atau menguak suatu
informasi rahasia.

Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosio-
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Staatsfundamenteelnorm

Swatantra

Ubi societas, ibi ius
Unability

Unwillingness

Valid

logis sesungguhnya menyangkut fakta empiris
mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan
masyarakat dan negara.

Norma fundamental negara adalah kedudukan sebagai
kaidah negara yang fundamental. Teori tentang staats-
fundamentalnorm ini dikembangkan oleh Hans Nawia
sky, seorang ahli hukum berkebangsaan Jerman.

Salah satu dari dua bentuk daerah dalam Republik
Indonesia. Bentuk alternatifnya adalah Daerah Isti-
mewa. Daerah swatantra, sebagaimana Daerah Isti-
mewa, dapat berada pada Tingkat I, Tingkat II,

maupun Tingkat I11.

Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.
Ketidakmampuan.

Tidak mau/tidak peduli .

Perbuatan/tindakan ataupun sesuatu yang dilakukan
secara sahih atau sesuai dengan aturan yang semesti-

nya. Arti valid juga bisa bermakna sudah diotorisasi
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Validitas

Veil of ignorance

Vis-a-vis

Wawancara

Welfarestate

Workfare

secara resmi oleh undang-undang dan memiliki akibat
hukum atau kekuatan.

Sejauhmana suatu konsep, kesimpulan atau peng-
ukuran memiliki dasar yang kuat dan kemungkinan
berhubungan secara akurat dengan dunia nyata.

Kabut ketidak-tahuan.

Suatu kondisi di mana para pihak ditempatkan pada

kondisi yang saling berhadap-hadapan (tidak saling

memihak).

Percakapan antara dua orang atau lebih dan ber-
langsung antara narasumber dan pewawancara. Tuju-
an dari wawancara adalah untuk mendapatkan infor-
masi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.
Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian se-
jumlah pertanyaan dari pewawancara kepada nara-
sumber.

Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan
ketika negara mengambil peran penting dalam per-
lindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi
dan sosial warga negaranya.

Penerima dana bahkan diharuskan bekerja.
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Yudikatif

Yuridis

Yuris

Zawajir

Lembaga yang memiliki tugas untuk mengawal serta
memantau jalannya perundang-udangan atau penegak-
an hukum di Indonesia, seperti Mahkamah Agung
(MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah.
jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang me-
langgarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini
bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang
haruslah mematuhinya dan mengikat semua orang
yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diber-
lakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu
berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang ber-
bentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang,
sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam
aturan hukum adat.

Orang yang meneliti dan mengkaji yurisprudensi.
Orang semacam itu dapat bekerja sebagai akademisi,

penulis hukum atau penceramah hukum.

Pencegah) berarti mencegah manusia dari tindak

kejahatan.
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